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DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

SIPD, DATA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

---------------------

<« Layanan Pemda

o DOKRENDA e

PERENCANAAN DAERAH

» KRISNA

LELLLLLE TN

l

HASIL EVALUASI KINERJA -

GAMBARAN UMUM :
7 R A B S ST B £l N KEUANGAN DAERAH EVALUASI DAERAH
s KAPASITAS RIIL KEUANGAN Dl
& DAERAH PENDAPATAN LPPD
URUSAN BELANJA EPPD
: FROCGRAM BELANJA OPS
Konkuran KEGIATAN
E— : SUB KEGIATAN BELANJA TRANSFER

BELANJA MODAL

BELANJA TIDAK
TERDUGA

PEMBIAYAAN

m. SIPD memuat Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemda Lainnya (berdasarkan Permendogm
70/2019).

2. Dalam menyusun dokumen perencanaan daerah (Dokrenda), diperlukan data-data yang berkualitas sebagai bentuk pendekatan
teknokratik untuk menentukan Visi, Tujuan, Sasaran, Kinerja dan Target Pembangunan - Good Data Good Planning Good Policy Good
Decision

3. Data-data tersebut di SIPD dikelola melalui aplikasi DSSD, yang memuat data capaian kinerja output serta data-data dukungan lainnya
sesuai kewenangan daerah yang menjadi bagian dan diintegrasikan dengan Portal SDI, kedepan, data capaian kinerja outcome juga

K akan segera disusun /2




Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Sistem Informasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah Keuangan Daerah Pemda Lainnya

== o o .
eWalidata I Data Perencanaan Proses Perencanaan Analisis dan Profil

Statistik Sektoral Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah Daerah Daerah

Sistem Informasi Pembangunan Daerah dimulai dari proses e-walidata, kemudian data perencanaan pembangunan daerah,
selanjutnya melakukan proses perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah

Proses e-walidata berisikan tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data yang melibatkan
walidata, produsen data dan pembina data, proses ini menjamin data dan informasi yang valid sebagai dasar perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas

Data Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses sinkronisasi data pusat dan daerah yaong digunakan dalom
perencanaan pembangunan daerah berdasarkan 7 (tujuh) aspek informasi yaitu geografis, demografis, potensi sumber daya
daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

Proses perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, memanfaatkan data dari eWalidata dan  sinkronisasi data
menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah yang berkualitas

Analisis dan profil memberikon gambaran kondisi pembangunan daerah, capaian target-target dan tujuan pembangunan
daerah, serta proyeksi pembangunan daerah ke depan




PENDAHULUAN |
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH




LAYER-LAYER PERENCANAAN DI DAERAH

1 LAYER PERENCANAAN Pasal 20 UU 11/2020 TTG
] PENATAAN RUANG: CIPTA KERJA
RTRW, RDTR RTRW menjadi pedoman—>

RPJPN, RPJMN



Data valid yang telah di proses melalui tahapan e-Walidata menjadi
dasar dalam penentuan Target dan Indikator Sasaran Pokok pada
RPJPD

RPJMD

DASAR HUKUM PEMANFAATAN DATA DALAM
PROSES PENYUSUNAN DOKRENDA

Data valid yang telah di proses melalui tahapan e-Walidata menjadi dasar
dalam penentuan Target dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD

» Pasal 274 UU 23/2014 Perencanaan Pembangunan Daerah
didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem
Informasi Pembangunan Daerah

* Pasal 144 Permendagri 86/2017 Perencanaan pembangunan

Data valid yang feloh di proses melalui tahapan e-Walidata
menjadi dasar dalam penentuan Target dan Indikator Sasaran
pada RPJMD

Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola
dalam SIPD

* Pasal 14 Permendagri 70/2019 Hasil pengelolaan data berbasis
elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat
daerah berbasis elektronik.




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
PENDEKATAN TEKNOKRATIS

"IIIIIIIIIIIIII...
>

*

. KLHS- Indikator
Daya Dukung
Daya Tampung

Capaian Kinerja
Output

: :
Pasal 8 2. CK;I:; (Il:i:fkator RPJPD
(1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Demografis, -
. Keuda .
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, + 3. KLHS-Indikator
- D : RPJMD
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka » g‘i"'::;:‘e'('“e""
2w g . : . (RTRW, RPJPD,
berpikir ilmiah wuntuk mencapai tujuan dan sasaran T T :
pembangunan Daerah. 0 RKPD

*

L 4
..IIIIIIIIIIIIIII“

RANCANGAN TEKNOKRATIS:

1. analisis gambaran umum kondisi Daerah;

2. gambaran kevuangan Daerah;

3. permasalahan pembangunan Daerah;

4. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
5. perumusan isu strategis Daerah

Wasipdkemendagri @ subdit pmipd @ https://sipd.kemendagri.go.id/



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
PRINSIP SDI DAN DATA DAN INFORMASI

m Perpres 39/2019

a. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Pasal 3
dikelola dalam data IPD berbasis elekironik: Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan

b. Data IPD harus memenvuhi prinsip satu data Indonesia. prinsip scbagai berikut:
a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus

memenuhi Standar Data;
b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus
memiliki Metadata;

¢c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
m d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus
a. Pengelolaan Data melalui Tahapan: Perencanaan, . menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
Pengumpulan, Pengisian dan Pemeriksaan Data;
b. Pengelolaan Data dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh

Bappeda, Produsen Data dan Walidata.
c. Daerah dapat membentuk tim sesuai kebutuhan daerah

Pasal 25

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas:

perencanaan Data;

a.
b. pengumpulan Data;

0

pemeriksaan Data; dan

e

penyebarluasan Data.

Wasipdkemendagri @ subdit pmipd @ https://sipd.kemendagri.go.id/



PROSES BISNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

@
: RKPD

Persiapan

* SK Tim
» Agenda Kerja

Dokren Jangka
Menengah

Dokren Jangka :
Panjang :
1

Tujuan dgn Indikator
Sasaran dgn Indikator
«« Program dgn Indikator

Lo Renstra PD » Hasil Evaluasi

: RKPD Tahun
- Tujuan Perangkat Daerah =

. Sebelumnya
+ o Sasaran Perangkat Daerah: ’
=+*+ Program dgn Indikator .
: + Kegiatan dgn Indikator  :

:  + Sub Kegiatan dgn Kinerja, :
Indikator dan Satuan

.
| ]
[ ]

T PEEREREEENTG

.IIIIIIIIIIIIIIIIII

Pokir Dewan,
Hibah, Bansos

Ranwal

 Usulan Pokir
Dewan
e Usulan

sulan SKPD

C J Musrenbang
Kecamatan

b ) Musrenbang
Desa

Desa/Kelurahan
» Usulah Kab/Kota

k I

Rancangan Musrenbang Ranhir
 Verifikasidan ~ * Musrenbang

Validasi hasil Pembangunan Fasilitasi

Forum PD

dan Usulan * Usulan

Rancangan Ranhir

Renja PD

: 5 Renja PD

“IIIIIIIIIIIII...

Data dan
informasi

“IIIIIIIIIIIII..

..IIIIIIIIIIIIII“

Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

 Gambaran
Pelayanan
» Hasil Evaluasi

Renja PD tahun

sebelumnya

Forum PD Ran Renja PD

« Perumusan Prog, Keg,
Sub keg, indikator
kinerja

« Pendanaan Indikatif,

« Verifikasi/Validas
i Usulan dan
hasil Rakortek

Lokasi, Kelompok
Sasaran
* Bahan
Penyempurnaan
@ Ranwal menjadi
Rakortek Rancangan RKPD

+ Sinkronisasi Pusat — Daerah
dalam pencapaian Target
Pembangunan Nasional

PERKADA RKPD EPERDA APBD

AKHIR :
PERENCANAAN :  AWAL
PEMBANGUNAN : PERENCANAAN

DAERAH ANGGARAN

n
Perkada

» Perkada RKPD

KUA -

PPAS

Ranhir Renja PD

+ 1 Minggu setelah =
Perkada RKPD

Dokumen Perencanaan ~
Pembangunan Daerah

Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan
Pusat dan Daerah



Kementerian Dalam Negeri ALUR DATA PADA SIPD-RI

D20
Republik Indonesia

KEMENTERIAN DALAM NEGER!

A, SIPD

7

@ O KEMENTERIAN DALAM NEGERI
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Kewenangan Home > °Informasi Pembangunan Daerah
Daerah
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eWalidata SSD Data Pembangunan Perencanaan Analisa Dan Profil
. Daerah « Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

g
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Sinkronisasi Data

Kewenangan
Pusat dan Daerah
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KONKURENSI | URUSAN PUSAT
DAN DAERAH DALAM
PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
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DEFINISI PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMEN LATUI%KE A

Kewenangan pusat

—

1 Program
adalah

Sub
Urusan

- bt 3 )

2 Kegiatan Pusat adalah

kewenangan pusat

Kegiatan Daerah adalah
kewenangan daerah

Sub Kegiatan adalah Aktifitas/Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Konkuren

Konkuren

Konkuren

Konkuren



HUBUNGAN TINGKATAN KINERJA URUSAN/LINTAS URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN

KERANGKA WAKT - KINERJA - KORIDOR
G v : . : KONSEPSI PERENCANAAN DAN
Jangka Panjang/Makro a H.OSII yang e . - Urusan PENGANGGARAN YANG FBKU!
S ssenefitmpact » ; dirosakan/posifioning s (iill cufcome)  pADA KINERJA (HASIL)
ST NN NN NN NN NN NN NN EEEEAEEEEEEEEEEEEEEEEESE .E --------------------- :-|. ------------ ..“ BERDASARKAN KEWENANGAN

: : :  YANG TELAH DIBERIKAN
- Manfaat/ - SubUrusan = KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Oo'ch[ne Jangka Menengah/Messo . = Perubahan perilaku - (pencmggung

&
. L 4
E .
E Program o
".‘ Y. ., . s jawab)
E Jangka Pendek/Mikro - E -
.o \Clelleljely *OUtpyt - . Barang dan Jasal | - NEWSTICIIGELT - _ _
., . " - [(pelaksana) ®  Belanja Operasi:
w‘ ” 0.‘ [ . ’Q . PegOWOi

%, Y EEEEEEEEE NI EEEEEEEEEEE NS EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEER FEEEEEEEEEEESR nt
Jangka Pendek ; - Axifiitas/Layan sarang dan Jasa

> = Bunga
U Ccleicissub Output @ Barang dan Jasall < <(3”| - . Subsidi
ril outpu e Hibah

renryy Bansos

Belanja Modal

E Belan; *  Modal Tanah
. elanja * Modal Peralatan dan
. Mesin

Modal Gedung dan

PERENCANAAN PENGANGGARAN | Bomgunan s

Aset tetap Lainnya
Belonjo Tidak Terduga
Belanja Transfer

Bagi Hasil

Bantuan Keuangan




ILUSTRASI KINERJA KONKURENSI PUSAT DAN DAERAH

NOINUINEN
PUSAT DAERAH

DUKUNGAN RINCIAN OUTPUT (RO) KL DUKUNGAN SUB KEGIATAN TERHADAP
TERHADAP CAPAIAN IKUR/LU (TEMATIK) CAPAIAN IKUR/LU (TEMATIK)

OUTCOME: HASIL DARI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (IKK DAN IKU)



I EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

« Evalasi RPJPD, meliputi:

Evaluasi Capaian Kinerja Ultimate
Outcome Daerah yang diukur
melalui Indikator Makro Sasaran
Pokok yang mendukung Visi dan
Misi Daerah, serta Arah Kebijakan
Daerah

« Evaluasi RPJMD, meliputi:

Evaluasi Capaian Kinerja
Outicome Pemerintahan Daerah
FIKD) yang diukur melalui
ndikator dalam satu urusan
ndlko’ror Kinerja
enyelenggaran Pemerintah
Dc:eroh I dan Indikator lintas
urusan (Indikator Kinerja Utama-
IKU%< yang medukung Indikator
ro Soscron Pokok RPJPD

« Evaluasi RKPD, meliputi:

quluc15| qualqn Kinerja Output
ang diukur melalui Indikator
u’rpu’r Kinerja, Indikator, dan
Satuan- IS? yang mendukung
Kinerja Oufcomé RPJMD

RPJPD

Kinerja Ultimate
Outcome

(Indikator Makro)

Permendagri 86/2017

RPJMD/
RPD

Kinerja
Outcome (IKK)

Kinerja
Outcome (IKU)

Permendagri 18/2020
Permendagri 86/2017

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Permendagri 86/2017



DATA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH |
SIPD SEBAGAI APLIKASI
UMUM

16
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Kementerian Dalam Negeri
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DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA RANCANGAN KEMENPAN TENTANG SIPD SEBAGAI

APLIKASI UMUM

PROSES BISNIS LEVEL O \

PROSES BISNIS LEVEL 1 \

PROSES BISNIS LEVEL 2 \

PROSES BISNIS LEVEL 0-DAB28-09.01
SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH

PROSES BISNIS LEVEL I-DAB28-09.01.04
MENGELOLA INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH

@www.komendagri.go.id n Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri

PROSES BISNIS LEVEL 2-DAB28-09.01.04.01
MENGELOLA DATA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PROSES BISNIS LEVEL 2-DAB28-09.01.04.02
MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PROSES BISNIS LEVEL 2-DAB28-09.01.04.03
MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH

PROSES BISNIS LEVEL 2-DAB28-09.01.04.04
MELAKUKAN ANALISIS DAN PROFIL
PEMBANGUNAN DAERAH

17
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PROSES BISNIS LEVEL 0-DAB28-09.01
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis level 0-DAB28-
09.01 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini meliputi:
1. DAB28-09.01.04 Mengelola Informasi Pembangunan

Daerah
— H DAB28-09.01.04 DAB28-09.01.05 DAB28-09.01.06
2. DAB28 090105 PengeIOIGOn |nf0rmCISI Keuangan Mengelola Informasi Mengelola Informasi Mengelola Informasi
DCI erda h Pembangunan Daerah Keuangan Daerah Pemerintahan Daerah Lainnya

3. DAB28-09.01.06 Pengelolaan Informasi Daerah Lainnya

DAB28-09.01 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Kode Proses DAB28-09.01.04 \

m NAMA PROSES/DESKRIPSI INPUT

‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

OUTPUT

1. Mengelola Informasi .. Dokumen Laporan Penyelenggaraan *» 1. RPJPD
Pembangunan Daerah N Pemerintahan Daerah (LPPD '- 2. Perubahan RPJPD
Pengelolaan informasi yang = 2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan : 3. RPJMD
memuat = Daerah (EPPD) : 4. Perubahan RPJMD
(a)data perencanaan : 3. Data spasial = 5. RKPD
pembangunan daerah, = 4. Informasi perencanaan pembangunan daerah & 6. Perubahan RKPD
(b)informasi perencanaan * 5. Data KLHS = 7. Renstra PD,
pembangunan daerah, serta = 6. Data kinerja penyelenggaraan urusan : 8. Perubahan Renstra PD
(c)analisis dan profil = pemerintahan daerah : 9. Renja PD
pembangunan daerah % 7. Data keuangan daerah & 10. Perubahan Renja PD

*

>
..IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII“

1. Hasil Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

18
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w Kementerian Dalam Negeri
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PROSES BISNIS LEVEL I-DAB28-09.01.04
Dl@ @ MENGELOLA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

E =<
g2
g . :
2 c 00NN OON NGB AN DAB28-09.01.04.02
HH : > Menyusun Dokumen Perencanaan
S : Pembangunan Daerah
53 ; £
gz :
& = H
) e >
@ 5 : DAB28-09.01.04.03
g2 H + Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daera
2 i
<G 8 =]
@ o : H .
g % : g v
< N .
5-5 H o
£
8 Renstra PD / -
o Perubahan Renstra PD Grnf o

________________________________________ Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis level 1-

’D ' DAB28-09.01.04 Mengelola Informasi Pembangunan
SRR ) 8 oY s LoEtg g
' : Daerah.ini meliputi:

DAB28-09.01.04

Pengelolaan Informasi Pembangunan

© I - s i i 0 e 1. DAB28-09.01.04.01 Mengelola Data Perencanaan
g‘ :A;ZBD-:EE:OB-Di A LS E -'lllR?mhmg“ngnngerghllllllllllllllllllllllllllllllllll’:
= e ﬁ 2. DAB28-09.01.04.02 Menyusun Dokumen

e AR, Perencanaan Pembangunan Daerah

LR 3. DAB28-09.01.04.03 Menyusun Dokumen

B Perencanaan Perangkat Daerah
I ‘5 4. DAB28-09.01.04.04 Melakukan Analisis dan Profil
? i ’ Pembangunan Daerah

0
= RTRW 1
]

nES I

=] o a

S8 Y
2E3 g
255 DAB28-09.01.05.01 za
5 @ ] B
&3 o Mengelola Informasi Perencanaa : ADTR <k

a7 3 &

a2 =

= :

£

]

w

8

a

&

é

&

[}
.......... a4
Eo

2

=

=

5

3

5

&

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri
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Kode Proses DAB28-09.01.04.01 W

m NAMA PROSES/DESKRIPSI INPUT OUTPUT

Mengelola Data Perencanaan ~‘|"'Da%b'Sb'déu‘dl“"""'""""""""""""' . »*Data-Ddta Gambaran Umum Kondisi Dderah’seperti:™" "+
Pembangunan = 2. Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah-- 1. Data hasil evaluasi antara capaian, target dan
Pengelolaan data hasil evaluasi = 3. Data KLHS :: kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (Output) :
pemerintah daerah, data kerangka = 4. Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan sub kegiatan, Hasil (Outcome) urusan/lintas urusan,
ekonomi dan keuangan daerah 1,_ Pemerintahan Dae_r_o_q________________________;: dan dampak (Benefit/impact) indikator sasaran dan :
dan data gambaran umum 5. Informasi Penganggaran e SYSAAN ROKOK, v e e s e eas®
kondisi daerah 6. Informasi Pelaksanaan Angaran 2. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan
7. Laporan Keuangan 3. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan
4. Dsb.

Kode Proses DAB28-09.01.04.02 ‘

m NAMA PROSES/DESKRIPSI INPUT OUTPUT

Menyusun Dokumen Data-Data Gambaran Umum Kondisi Daerah 1. Target indikator sasaran pokok RPJPD
Perencanaan Pembqngunun S@peptr------------------------------------------." 2. Tqrget indikator sasaran pokok Perubahan RPJPD
Daerah 4. Data hasil evaluasi antara capaian, target dan = 3. Target program RPJMD
Proses dalam penyusunan : kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran = 4. Target program Perubahan RPJMD
dokumen perencanaan = (Output) sub kegiatan, Hasil (Outcome) = 5. Target sub Kegiatan RKPD
pembangunan daerah yang = urusan/lintas urusan, dan dampak : 6. Target sub Kegiatan Perubahan RKPD
dilakukan oleh pemerintah daerah = (Benefit/impact) indikator sasaran dan = 7. Data Tahapan sub Kegiatan RKPD
(RPJPD, RPJMD, RKPD, Perubahan . sasaran pokok. + 8. Data Tahapan sub Kegiatan Perubahan RKPD
RKPD, RPD, Perubahan RPD) 2. " IRfSIrHAST kKOHATSI'SRONSITI"AUT PErkitadri""""""" 9. Target program dokumen Perencanaan
kedepan Pembangunan Daerah untuk kondisi tertentu
3. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan
4. Dsb.
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MATRIKS RELASI ANTARENTITAS DATA

ueekerquod

ueekerquod

eluereg

efueleg reuwanp

uejyedepuad

ueyedepuad

ueelerquiod
uerenel8usd rdS

ueelerquad

ueelerquod
uerendusd N9

ueekerquod

eluepd rds

eluerpg Nyd

ueredepuad rdS

uejyedepusd N

ads

adv

ads vda

adsis
VI ueIasadiod

adis

SVdd ueyeqnisd

VN3l ueyeqniad

addyv ueygeqniad
ue3ueouey

agdv uveqeqniag

adis vid

Svdd

v

agdyv uedueouey]

adadv

uedeye],

ueyerday] qng

yeioeq
el1oury] JoyesIpu]

3[03[0J UeIeses

ad
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SIPD memuat

1. 70 entitas data

2. 12 entitas data Informasi Pembangunan Daerah

3. 38 entitas data Informasi Keuangan Daerah
4. 19 entitas data Informasi Pemda Lainnya

®
>
G
:
®




DATA PERENCANAAN =
PEMBANGUNAN DAERAH | &
DSSD DALAM E-WALIDATA
SIPD RI
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PROSES BISNIS
E-WALIDATA

Perencanaan

Penyusunan daftar data oleh instansi Pusat dan
Daerah yang akan dikumpulkan di tahun
selanjutnya, yang dijadikan Data Prioritas;
dan/atau penentuan rencana aksi Satu Data

Indonesia
Pengumpulan

Pengumpulan Data oleh Produsen Data dengan
menyesuaikan standar dan daftar data yang telah
ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia,
serta jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data

J

Pemeriksaan

Pemeriksaan oleh Walidata dan Pembina Data
terhadap kesesuaian dengan prinsip Satu Data

Indonesia

Penyebarluasan

Daftar Data SSD

Data SSD Induk
Data SSD Pilihan/Prioritas
Data SSD Penugasan

CORNORT

Lampiran UU 23/2014 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Statistik, Pasal 10 Perpres 39/2019 klasifikasi data bersumber dari
kebijakan dan prioritas pembangunan daerah

Data SSD yang valid menjadi dasar dalam proses
perencanaan pembangunan daerah

pertukaran Data

Catatan:

Kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan

DONESIA

Penanggungjawab : Walidata

Referensi : Daftar Data dan Format Perencanaan Data

Output : BA Hasil Perencanaan Data dan dokumen serta
rekomendasi pelaksanaan survey

Penanggungjawab : Produsen Data
Referensi : BA Hasil Perencanaan Data
Output : Data Hasil Pengumpulan

Penanggungjawab : Walidata

Referensi : BA Hasil Perencanaan Data dan Format Pemeriksaan
Data

Output : BA Hasil Pemeriksaan Data

Penanggungjawab : Walidata
Referensi : Struktur Profil Data SSD
QOutput : BA Penyebarluasan Data dan Profil Data SSD

¢ Seluruh proses melibatkan seluruh aktor Forum SSD (walidata, produsen data, dan pembina data) sesuai dengan tugas dan

fungsinya

¢ Seluruh proses dilakukan dengan berbasis Sistem Informasi dalam eWalidata Statistik Sektoral Daerah
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EWALIDATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

TAHUN 2022 v | Selamat datang di

n Dashboard

Dashboard

PERENCANAAN

4 Oktober 2022 s/d 18 Oktober 2022

B Identifikasi kebutuhan dan Sumber Data

I Susun Metode Pengumpulan dan Verifikasi Internal
I Susun Instrumen Pengumpulan

[8} Berkoordinasi dengan Pengampu Sektor

[} Susun Instrument Validasi dan Verifikasi Data

& Download Format Berita Acara Perencanaan Data

& Upload Berita Acara Perencanaan Data

e-Walidata KOTA MAGELANG

3

PENGUMPULAN DATA
19 Oktober 2022 s/d 22 Oktober 2022

© Anda masuk sebagai admin | Hak Akses Admin Pusat | Detail v

PEMERIKSAAN DATA

24 Oktober 2022 s/d 28 Oktober 2022

=0

> .

PENYEBARLUASAN DATA

1.

Data Induk adalah keseluruhan daftar Data SSD
yang memuat seluruh urusan atau sektor dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Data Prioritas adalah daftar data terpilih dari
Daftar Data SSD induk yang harus dipedomani
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SSD
Data Penugasan adalah daftar data yang terpilih
dari Daftar Data SSD Induk atau selain dari Daftar
Data SSD Induk berdasarkan amanat
peraturan/regulasi  yang dikeluarkan oleh
Pemerintah

20 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022

B Melakukan Pengumpulan Data (survey. kompilasi, dan lain-
lain)

@5 Berita Acara koordinasi dengan pengampu sektor di kab/kota
dan dengan Pembina Urusan Pemerintah Daerah

4 \Melakukan koordinasi pengumpulan data oleh OPD
[R Memberi rekomendasi rencana pengumpulan data oleh OPD.

ER Memberikan informasi untuk pengumpulan data statistik
sektoral provinsi

Pengisian Data Statistik Sektoral Daerah oleh Produsen Data

I3 Pejabat OPD memberi persetujuan data yang dikumpulkan

I3 Melakukan pemeriksaan (validasi dan verifikasi) data yang
dihasilkan oleh OPD

= Mengoordinasikan hasil pemeriksaan data dengan Pembina
urusan pemerintahan daerah

Verifikasi Data Statistik Sektoral Dagrah Oleh Walidata

Berdasarkan Pasal 25
Perpres 39/2019,
tahapan walidata
berpedoman pada
tahapan SDI:
e S rereanctony 1. Perencanaan
Pengumpulan Data
Pemeriksaan Data
g Wongotan dan menyayian informas! tast sektoral pac Penyebarluasan

dokumen daerah dalam angka (BPS) DO-I-O

&3 Mengolah data sektoral menjadi informasi/pengetahuan
(Produsen Data/OPD)

&4 Memanfaatkan hasil olah data dalam penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran OPD (Produsen Data/OPD)

-} Mengoordinasi dan sinkronisasi data statistik sektoral dengan 2
provinsi dan Pembina urusan pemerintahan daerah 3
(Walidata/Diskominfo, Statistik. Persandian)

43 Bappeda memanfaatkan data statistik sektoral untuk
penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
(Bappeda)

A Sekretariat SDI berkoordinasi dengan SDI Kab/Kota dan pusat
dalam pengelolaan satu data Indonesia (Bappeda)

Posting Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah
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PENGUATAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL

(E-WALIDATA)

T.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

DI DAERAH

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 S5
1. Statistik Dasar Penyelenggaraan statistik — —-—
dasar.

2. Statistik Sektoral -— Penyelenggaraan statistik | Penyelenggaraan statistik
sektoral di lingkup Daerah | sektoral di lingkup Daerah
provinsi. kabupaten /kota.

Bidang
Urusan| (R Progra el
/ Kegiata [Nomenklatur Urusan Provinsi Kinerja Indikator Satuan Definisi Operasional DSSD
/Unsur| _. m n
Bidang n
Unsur
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK
PROGRAM
2 20 02 PENYELENGGARAAN STATISTIK
ISEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik
2 20 02 1.01 ISektoral di Lingkup Daerah

Provinsi

Penyelenggaraan Statistik
[Sektoral yang sesuai dengan
Prinsip Satu Data Indonesia

[Terwujudnya Statistik Sektoral
ang sesuai dengan Prinsip Satu
Data Indonesia

Jumlah kegiatan statistik sektoral
ang telah dilengkapi metadata

Dokumen

Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata
variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data
IStatistik.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku
luntuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan
pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

1. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang
telah dilengkapi metadata

2. Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang
menerapkan Kode Referensi

3. Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang
menerapkan Kode Referensi

Peningkatan Kualitas Data

Meningkatnya kualitas data

Persentase kegiatan statistik

Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah
kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan
statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data.

umlah kegiatan statistik sektoral
ang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

(Statistik Nasional

Nasional

Evaluasi Pembangunan dan/atau
Penyusunan Kebijakan

[Statistik Sektoral Statistik Sektoral lsektoral yang rilis tepat waktu Persen umlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan
ladalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada |1. Jumlah Statistik sektoral yang telah
tahun tersebut. dilengkapi analisis kebutuhan data dan
konfirmasi hasil
ISurvei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan 2. Persentase kegiatan statistik sektoral
untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data. _|yang rilis tepat waktu
Pela'ks'anaan Proses B'ST"S ITerlaksananya Proses Bisnis umiah Statl.stlk Sektoral yang . umlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi umla.h Statistik Sektolfal yang sud.ah
[Statistik Sektoral Sesuai Statistik Sektoral Sesuai Standar lsudah meminta rekomendasi dari Dokumen egiatannya kepada Pembina Data Statistik meminta rekomendasi dari Pembina Data
Standar Pembina Data Statistik i Statistik
1. Jumlah pegawai yang mendapatkan
pelatihan di bidang statistik
Pengingkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas umlah pegawai yang mendapatkan Aumlah pegawa.i vang mendapatkan pelatihan di bidang statis.tik.adalah 2. JurT\Iah p.egf'awai yang mendapatkan
Kelembagaan Statistik Sektoral[Kelembagaan Statistik Sektoral  |pelatihan di bidang statistik orang um!ah pegawal di OPD Yang sudah r-ne-ndapatkan pel.atl.han dl_bldang pelatihan di bld?ng manajemen daFa .
statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain. 3. Jumlah pembinaan dibidang statistik
ang dilakukan oleh walidata terhadap
produsen data
1. Persentase OPD yang menggunakan
Persentase OPD yang Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, data Statistik untuk Perencanaan,
Peningkatan Peran Statistik Meningkatnya Peran Statistik Imenggunakan data Statistik untuk Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan
Sektoral terhadap Sistem Sektoral terhadap Sistem Statistik |Perencanaan, Monitoring, dan Persen [adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, |dan/atau Penyusunan Kebijakan

Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Peny Kebij;

2. Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral

dibanding dengan total seluruh OPD.

dalam rangka peningkatan literasi

pengguna data

Pemutakhiran Bidang Urusan Statistik Dalam Rangka

Penguatan Pengelolaan Statistik Sektoral Di Daerah

1. Berdasarkan Lampiran uu
23/2014, penyelenggaraan
statistik sektoral di daerah
merupakan kewenangan Urusan
Pemerintahan Bidang Statistik.
Ditjen Bina Bangda bersama BPS
telah melakukan Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Urusan  Statistik
dalam Kepmendagri 900.1.15-5-
1317/2023, terhadap masing-
masing 5 Sub Kegiatan
Kewenangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Sub Kegiatan hasil
Pemutakhiran dimaksud dapat
dilaksanakan dan dianggarkan
oleh Pemda vutk Penguatan

Walidata di Daerah.




PENGUATAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH
(E-WALIDATA)

No URUSAN Program Kegiatan |Sub Kegiatan Kinerja Indikator Satuan Definisi Operasional
1 XXX URUSAN X.XX.01 X.XX.01.1.01 [Pelaksanaan [Terlaksananya|Jumlah Data Data Definsi: Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data sesuai dengan
PEMERINTAHA| PROGRAM |Perencanaan, [Pengumpulan [Pengumpulan (Statistik standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data pada
N BIDANG XX | PENUNJANG |Penganggaran|Data Statistik |Data Statistik |Sektoral tahap perencanaan pengumpulan Data SSD.
URUSAN , dan Evaluasi [Sektoral Sektoral Daerah yang Kriteria: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan
PEMERINTAHA Kinerja Daerah Daerah Telah dimaksud adalah DSSD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata
N DAERAH Perangkat Dikumpulkan Pendukung lingkup Perangkat Daerah
PROVINSI Daerah dan Diperiksa Cara Pelaksanaan: Pelaksanaan pengumpulan DSSD menggunakan aplikasi
Lingkup e-walidata dalam SIPD.
Perangkat
Daerah
2 XXX URUSAN X.XX.01 X.XX.01.1.01 |Penyelenggara(Terselenggara [Jumlah Dokumen Walidata Pendukung adalah Sekretariat Dinas/Perangkat Daerah yang
PEMERINTAHA| PROGRAM |Perencanaan, |an Walidata |nya Walidata |[Dokumen membantu pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah.
N BIDANG XX | PENUNJANG |Penganggaran|Pendukung |Pendukung [Hasil Walidata pendukung pada tahap perencanaan pengumpulan DSSD:
URUSAN , dan Evaluasi [Statistik Statistik Penyelenggara menyerahkan Daftar data yang dilakukan disabled kepada walidata tingkat
PEMERINTAHA Kinerja Sektoral Sektoral an Walidata Daerah.
N DAERAH Perangkat |Daerah Daerah Pendukung Walidata pendukung pada tahap pengumpulan DSSD: Merekapitulasi data
PROVINSI Daerah Statistik pada masing-masing bidang (Produsen Data) dalam perangkat daerah.
Sektoral Walidata pendukung pada tahap pemeriksaan DSSD: memeriksa jumlah hasil
Daerah DSSD yang telah dikumpulkan oleh masing-masing bidang (Produsen Data)

untuk selanjutnya disampaikan kepada walidata tingkat daerah.

Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral
Daerah dapat berupa Laporan/Berita Acara/Surat yang merupakan hasil dari
koordinasi dan konsultasi dengan Walidata, dan membantu Walidata
mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data pada Perangkat Daerah.

Dalam rangka penguatan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran Dinas Teknis Daerah selaku produsen dat

\

a

dan walidata pendukung, dilakukan pemutakhiran sub kegiatan dalom Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023 pada Program
Penunjang Pemerintahan Daerah, sebanyak masing-masing 2 Sub Kegiatan Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan dimaksud berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan data dan pelaksanaan tugas walidata

pendukung.

Pelaksanaan Sub Kegiatan hasil Pemutakhiran dimaksud dapat dilaksanakan dan dianggarkan oleh setiap Dinas Teknis di

daerah.

)




Bappeda selaku koordinator
membuat akun dan memberikan
euEEEEE sakun tarsebut ki.pﬁnggumi- EEEEENy

Walidata Pendukung melakukan
pengajuan untuk tidak
menggunakan data-data yang tidak

SOP eWALIDATA dalam SIPD

tidak

I ENEEEEEENEENENEE,

Direktorat SUPD BANGDA & K/L
membuat data statistik sektoral
beserta dengan definisi operasional
sesuai NSPK

.IIIIIIIIIIIIII’

dimiliki daerah & Mengusulkan
DSSD yg sudah ada Definisi

Operasional sesuai kebutuhan
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Direktorat SUPD melakukan

euEEEEREENE W,
*snnnnnnnnns®

*

A J

verifikasi usulan dari walidata

SKPD selaku Produsen Data
Menginput data-data yang telah

s

ya

dikumpulkan

Pembina data dan walidata
melakukan verifikasi terhadap
data-data yang telah diisi oleh
produsen data

Walidata melakukan
penyebarluasan data dan publikasi

Data siap dimanfaatkan &
digunakan dalam tahap
perencanaan pembangunan daerah

tidak
tidak
ya ya




Contoh Konsep Pembagian Peran di Prov. Jabar

Tingkat Daerah {Provinsi /Kab/Kota)

DEWAN
PENGARAH
PUSAT

FORUM SDi
TINGHAT DAERAH

@

di Prov Jabar sudah
tersedia, minimal
stakeholder:

1. Bappeda
2. Walidata
3. Produsen

?

SEKRETARIAT SDI O R APPEDA
EAPPEDA -
SRS, EARAT
PEMBINA DATA WALIDATA PgﬁébuﬁnJﬂs F“Dni.}‘fE"

[ i Lominfe WRAT HERLIK PEMGELOLA DWEA, P TE L S
| By . FoEIND
™ Pl

; Walidata aPrOddOLer;m




Contoh Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Data

Kesesuaian

Identifikasi Data Data dg SDI

Berita Acara Ps. 13
m Perencanaan Data : | | Berita

| Pemeriksaan Data Acara
| Perencanaan Data 2 Perencana
an Data

Analisis

dan Profil
{_1_1




Kementerian Dalam Negeri ALUR PROSES PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK ‘
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH SEKTORAL DAERAH (DSSD) DALAM E-WALIDATA 1

/ Usulan K/L /
/ Usulan Pemda /

MULAI

/ Identifikasi Inventarisir DSSD

[ Penentuan alternatif

DSSD
Pembahasan Pembahasan
dengan KL Teknis dengan Dinas Teknis

SELESAI

Penyusunan DSSD merupakan kesepakatan pembahasan bersama antara Subdit Pengampu Urusan Ditjen Bina Bangda, K/L
Teknis dan Dinas Teknis (Pemda).

DSSD disusun dengan berdasarkan Sub Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga DSSD yang ditetapkan sudah
berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.
Dengan demikian, dapat mempermudah Pemda untuk mengumpulkan dan memanfaatkan DSSD untuk pembangunan daerah




ILUSTRASI DATA (DSSD) SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

g Solusi

Permasalahan Penyelesaian

Kewenangan Daerah
('« ™ 1.02.02201.01

ondisi/Isu/Permasalahan:
. Pembangunan Rumah
1. Rumah Sakit Kurang ¢ Sakit Beserta Sarana dan
2. Sarana Kurang 2 Prasarana Pendukungnya
3. Prasarana Kurang ¢ Hasil dari respon pelaksanaan
4. Tempat Tidur Kurang ¢ ! Sub Kegiatan untuk
. . menyelesaikan
J Terpenuhinya rumah sakit Kondisi/Isu/Permasalahan
baru dengan rasio tempat
tidur terhadap jumlah <
Berdasarkan Datar: penduduk minimal 1:1000
1. akurat,
2. mutakhir, v
3. terpadu, Jumlah rumah sakit baru
yang memenuhi rasio . :
4 gio%?f’rcn e fempat fidur terhadap 4[ Indikator hasil pelaksanaan ]
wgbkongg 9 jumlah penduduk minimal
! 1:1000 DATA ATUAN
e, ClIrEeleliely 4 JumiahRumah  Unit
/. dikelola secara Unit Sakit
seksama,
. i i . Tempat tidur Unit
S ’rerln’regrgm / Data dapat diukur SMART: &
9. Berkelanjutan ™
1. Spesifik (Jelas) Ruang OK RUAN
2. Measureable (Terukur) 9 9
(Perpres 39/2019 SDI) 3. Achieveable (Dapat oratort "
) _ Dikerjakan) —  Laboratorium Uni
ﬁ @@ é@} =, 2l 4. Relevan dengan
e SR Permasalahan Apotek Sarana
b Q Time-Bound (Tahunan)




DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)
Kewenangan Provinsi, Kabupaten dan Kota DSSD

I_V Kode SSD » Statistik Sektoral —> Tag Sub Kegiatan Satuan Cakupan (Prov/Kab/Kota/Kec/Desa)
1 1.01.000001 Asrama sekolah Unit @ va [ |
(& |
2 1.01.000002 Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi Unit & Ya E
0
3 1.01.000003 Asrama sekolah yang layak Unit ®Ya (@ |
(& |
4 1.01.000004 Asrama sekolah yang rusak sedang/berat Unit @ Ya E
(& |
5 1.01.000005 Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kanupaten.-’Kota yang tersusun Dokumen <@g E

[a J01] & 750 Dsis ] & <elompok 550

Di dalam e-Walidata terdapat DSSD sebanyak 7446 data dari 48 Bidang
Urusan (Konkuren dan Non Konkuren)
Defops DSSD 4280 1 7448 2. DSSD dalam E-Walidata dilengkapi dengan:

Defops DSSD Publish 4069 / 6813 . Kodefikasi
Nomenklatur data

Kelengkapan Defops

Defops DSSD Prov 2513 [ 4311

. Satuan data

Defops DSSD Kab 2838 | 5044 . Definisi operasional data

Tagging Sub Kegiatan yang didukung
Tagging tematik data

Cakupan Data

Defops DSSD Kota 2797 [ 5003

Sumber: E-Walidata SIPD, 13 Oktober 2023




¥ KELENGKAPAN DEFINISI OPERASIONAL DSSD

Grafik Rekap Master DSSD Per Urusan

Rekap Master DSSD

Berdasarkan Urusan

1000
Kelengkapan Defops

c
= Defops DSSD 4257 [ T438
3
< 500 Defops DSSD 4046 [/ 6806
E Publish
|| |“ | ” ‘ “ || | Defops DSSD Prov 2490 / 4303
0 o L T A T I T N T [ T (T L (R (TR
Defops DSSD Kab 2817 [ 5038
T T T N T N e e N N N N N> NP N
& &Y & 0'&'9?%‘,@\,?'(}‘\35’ N N T F N LTI FTFOFIFTFOOFTEINFNOF R LTI TLRX
PSR @& S F P S F S TRt F i EFFEEFFE R F RN E ST FE AN TS F Defops DSSD Kota 2776 | 4997
& @@@@vﬁ‘g\ © ‘\}o 690} *2(3,_\\»0‘\ & @QQ\"Q \,‘\3%\5\;&@5 \\‘\0 c’,\‘gfv@) & \53“\}9 qvg“ Q‘&@ < 0?0\9 ?S{-, "%‘SLQ\ *_@Q& S \/\\‘r{(yo <<>/o(&g\ oF @q\;\@y&o 095 0‘9 P
A NIRS S ¥ F S & S KA & S L F & &L S R
N Q“’\L Q > “& %'\Q/QQ& \9\&\‘2&@\% 2 @“\@ &“@1 ﬂﬂ’o N qj/%f&%?’: 2 ° a;’:\ » & IQQ’ /Q(& ’&Qﬁr-,&‘vﬁ ’QQ;,& N ‘f& S q‘*‘\ A \d& ‘l-o/\ v \L"VL’%“@\L<<>L %“*\L
N ’ ’ / A / / ’ ’ Vo e a q/ QA ) \/ s ; . P ’ ”
O e o v ORI N VAT v P LD B o LA & o N o
NSRS VP S AN AN Y Yt N N At v n T ? S RSP FNFSPRPRAIIOPRS
@ Jumlah DSSD Jumlah DSSD Publish ~ @ Kelengkapan Definisi Operasional

Sumber: e-Walidata SIPD

Biele|lelagn =R e|l[elelleNterdapat DSSD sebanyak 7434 dataieleljisi:ilelelaleNF/Fi e sl Colal Fl=lalelelg™ \fo]ai

Konkuren)

BRN|BA/ela(e e[ =Telle] <elalDefinisi Operasional sebanyak 4257 data (57%

2.
3. Oleh karena itu, bagi Bidang Urusan yang belum dilengkapi definisi operasional DSSD

dilengkapi.
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KELENGKAPAN DEFINISI OPERASIONAL DSSD PER BIDANG URUSAN

KELENGKAPAN
KELENGKAPAN JUMLAH JUMLAH
JUMLAH JUMLAH
KODE URUSAN SUPD DSSD bssppusLis | _ DEFINISI  [PRESENTASE KODE URUSAN SUPD|  phssp DssDPUBLISH | _ DEFINIS!  [PRESENTASE
OPERASIONAL OPERASIONAL
. 90 26 28 108%
328 [KEHUTANAN 1 80 79 80 101% 2.19 |KEPEMUDAAN DAN OLARAGA 4
X 42) 100 1.01 4 880 851 853 100%]
329 |ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 42 42 % PENDIDIKAN
2.11 LINGKUNGAN HIDUP 1 288 288 258 90% 2.07 [TENAGA KERIA a 114 56 56 100%
2.09 1 204 204 123 60%|
PANGAN 214 |PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA R 119 119 119 100%
3.27  |PERTANIAN 1 641 639 88| 14%) BERENCANA
210 [PERTANAHAN 1 90 90| 0 0% 2.23  |PERPUSTAKAAN 4 139 88| 88| 100%)
216 [KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 151 124 151 1227 3.32 4 60 60 60 100%
2.20 2 30 25| 30, 120% TRANSMIGRAS|
- STATISTIK i 208 |PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN s o e J %
2.15  |PERHUBUNGAN 2 372 242) 274 113%| ) ANAK i
3.25 |KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 488 355 374 105% 2.24  |KEARSIPAN 4 32 32 0 0%
104 |PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 324 264 266 101%) 5.01 |PERENCANAAN 64 64 64 100%
221 |PERSANDIAN 2 12 12) 12 100%| 5.05 |PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 82 82) 28 34%
1.03  |PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 758 695 487 70%) 4.01  |SEKRETARIAT DAERAH 154 154 0] 0%
102 [KESEHATAN 3 24| 244 246 101% 4.02  |SEKRETARIAT DPRD 52 52 0 0%
5.02  [KEUANGAN 103| 103 0 0%
108 SOSIAL ° 17 164 17 1017 5.03 |KEPEGAWAIAN 48 48 0 0%
222 |KEBUDAYAAN 3 204 204 182 89% 5.04  |PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26| 26| 0 0%
2.18  |PENANAMAN MODAL 3 38 38 25 86%| 5.06 13 13| 0 0%
PENGELOLAAN PERBATASAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 507 o 5 d 0%
105 | ETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARTAKAT | 3 260 260 92 35% PENGELOLAAN PENGHUBUNG
6.01 |INSPEKTORAT DAERAH 16| 16 0 0%
2.13  |PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3 75 79 24 32% 7.01 |[KECAMATAN ADMINISTRASI 97 97 0 0%
326 |PARIWISATA 3 140, 140, 31 22%| 7.02  |[KOTA ADMINISTRASI 50 50 0 0%
217 [KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3 52 52 3 8% 7.03  |KABUPATEN ADMINISTRASI 41 41 0 0%
212 3 93 93 0 0% 8.01 |KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 77, 77 0 0%
IADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.01 |KEKHUSUSAN ACEH 154 154 o 0%
330 |PERDAGANGAN 3 110 110 0 0% 9.02  |KEKHUSUSAN PAPUA 20| 20] 0] 0%
331 |PERINDUSTRIAN 3 63 3 0 0% 9.03 |[KEKHUSUSAN PAPUA BARAT 3 3 0 0%

e e <o lal i B R =i U E e lal Bidang Urusan yang telah melengk S et e |l seluruh DSSD baru sebanyak REAT e, Yaitu:

1. K°".'"]f° 6. Kehutanan 11. Tenaga Kerja 16. Transmigrasi
2. Statistik 7. Kesehatan 12. PPKB 17. Perencanaan

3. Perhubungan 8. Perkim
4. Kepemudaan Dan Olaraga ¢ sgsial
5. Kelautan Dan Perikanan 10. Pendidikan

13. Persandian
14. Perpustakaan
15. ESDM
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OUTPUT/LAPORAN E-WALIDATA (PENYEBARLUASAN DATA)

SURAT KEPUTUSAN {(...)

Nomor:
[ENTANG LAMPIRAN |:  SUSUNAN KEANGGOTAAN STATISTIK SEKTORAL
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL PADA E-WALIDATA SIPD - DAERAH ( )
Menimbang ‘' a.Bahwa untuk melaksanakan Paszal 90 Peraturan Menteri Dalam NOMOR
Negeri_ Nomor 70 tahun 2019 tentang . Sistem i Irﬂorﬂ}as? TANGGAL -
Pemerintahan Daerah, pengelolaan data berbasis elektronik provinei
dan kabupaten/kota telah dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh . -
Badan P‘;ﬁmfmam Pembangunan Daerah, Produsen Data, a Perr_]blna Data Daerah : Kepala Bfadan Pusat _‘.Stat_lstlk .
dan/atan Whiidata daerah; b. Walidata Daerah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (......)
. Wa te: pemeriksaan data statistik sekto, erbasis C. alidata Pendukun aeran : - kepadla Dadan Ferencanaan Fembangunan
b. bah fah dilakukan rik d istilc sektoral berbasi Walidata Pendukung D h 1. Kepala Badan P Pemb
elektronik pada e-walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah { _____ }
. bahwa telah dilaltukan kesepakatan anatara Pembina data dan
Walidata Daerah daftar data statistik sektoral yang tertuang dalam % gepala Badan Pendapatan Daerah (...)
hasil Berita Acara penyebarluasan data statistik sektoral [......] - dst... 3
d. Produsen Data Daerah : 1. Kepala Dinas Kesehatan (...)
Mengingat ! a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (...)
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. dst
¢. Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang B
Penyelenggaraan Statistile:
d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia;
e. Peraturan thesxden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian LAMPIRAN 1I- DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
Dalam Negeri; NOMOR -
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang -
Siztem Informasi Pemerintahan Daerah; TANGGAL :
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan SKPK
dan Keuangan Daerah: - T .
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang No. | Bidang Urusan Kode DESD Variabel DiSSD Satuan | Penanggung
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Jawab
. 1. | 1.01 - Urusan 1.01.000001 | Asrama sekolah Uit DISDIEBUD
Memperhatikan HEE-® Ha.,s_il pemeriksaan data statistik sektoral Pemerintahan
b. Berita acara penyebarluasan data Bida_ng
MEMUTUSKAN Pendidikan
Menetapkan H
Pertama ! Berdasarkan Hasil pemerilkkeaan data statistile sektoral [...... ] telah
memenuhi ketentuan Prinsip Satu Data Indonesia
Kedua I Berdasarkan hasil pemeriksaan data statistik sektoral (......). maka °
dapat dilalouican penyebariuasan data oleh Walidata Dasrah melaiui Output/Laporan e-Walidata adalah Surat Keputusan (SK)
pada e-walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
. .
{ Surat keputusan int mulai berlaku pada tangeal ditetapkanaya sebagai arahan Kepala Daerah terkait Penyebarluasan Data
Pada ongec Statistik Sektoral pada e-Walidata
Pace gt pada e-Walidata SIPD
a.n. Kepala Daerah,
Ttd.
(Nama)
(NIP)
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